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A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

mengamanatkan perlunya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. Amanat ini menjadi dasar penting bagi penyelenggara 

layanan untuk memberikan ruang partisipasi kepada publik dalam setiap 

tahapan penyelenggaraan pelayanan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk 

melibatkan masyarakat adalah melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). 

Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara 

Pelayanan Publik. 

Forum Konsultasi Publik merupakan kegiatan dialog dua arah antara 

penyelenggara pelayanan dan publik. Dalam FKP, sejumlah hal yang dibahas 

antara lain mencakup rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak 

kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, serta permasalahan yang 

berkaitan dengan pelayanan publik. 

Melalui forum ini, publik dapat menyampaikan usulan, memberikan masukan, 

dan menyampaikan saran kepada penyelenggara atas layanan yang mereka 

gunakan sebagai pengguna. Dengan demikian, FKP menjadi sarana penting 

bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam perbaikan layanan publik. 

Penyelenggaraan FKP juga membawa manfaat besar bagi penyelenggara 

pelayanan. Penyelenggara dapat memperoleh masukan dari publik terkait 

kebijakan yang dijalankan—mulai dari tahap perumusan hingga evaluasi. 

Selain itu, FKP menjadi media untuk mensosialisasikan kebijakan pelayanan 

publik, serta berfungsi sebagai wadah pemantauan dan evaluasi 

penyelenggaraan layanan itu sendiri. 

Bagi masyarakat, FKP merupakan bentuk nyata partisipasi publik, sarana 

memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan pelayanan publik, 

serta cara untuk memperoleh kepastian layanan melalui mekanisme 
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pengawasan. Di sisi lain, FKP juga menjadi strategi penyelenggara dalam 

menyelaraskan kapasitasnya dengan harapan publik, sekaligus 

meminimalkan potensi dampak negatif dari suatu kebijakan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyelenggaraan FKP menjadi penting 

untuk dilaksanakan di BBPOM di Banjarbaru sebagai bentuk komitmen dalam 

mewujudkan pelayanan publik yang partisipatif, akuntabel, dan responsif 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

2. Tujuan dan Manfaat Kegiatan 

a. Tujuan 

1) Sebagai wadah komunikasi dua arah antara penyelenggara layanan 

dan penerima layanan. 

2) Menampung aspirasi, saran dan tanggapan masyarakat serta 

stakeholder terhadap pelayanan yang diberikan oleh BBPOM di 

Banjarbaru. 

3) Menghasilkan produk layanan yang sesuai dengan harapan 

masyarakat. 

b. Manfaat 

1)  Secara Umum 

Menyelaraskan kemampuan penyelenggara layanan dengan harapan 

publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang merugikan publik. 

2) Penyelenggara Pelayanan 

-  memperoleh masukan dari publik terhadap kebijakan yang akan 

ditetapkan; 

-  memperoleh bahan masukan dan publik dalam rangka perumusan 

maupun perbaikan kebijakan; 

-  mengajak dan mendidik publik sebagai pengguna layanan untuk 

mengetahui kebijakan yang ditetapkan penyelenggara; 

-  mengajak dan mendidik publik untuk turut serta dalam rangka 

pengawasan pelaksanaan kebijakan;  

-  sebagai fungsi monitoring dan evaluasi penyelenggara pelayanan 

untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang ditetapkan dalam 

memberikan layanan kepada publik; 
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-  memperoleh masukan dari publik tentang dampak kebijakan. 

3) Publik 

-  ruang partisipasi masyarakat yang dijamin haknya oleh Undang-

Undang Pelayanan Publik; 

- memperoleh pengetahuan terkait berbagai kebijakan yang akan 

atau sudah ditetapkan penyelenggara layanan; 

- memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang 

dilakukan; 

-  menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan 

penyelenggara layanan;  

- meningkatkan peran serta masyarakat penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penyelenggaraan FKP ini mencakup reviu terhadap 

Standar Pelayanan Publik Balai Besar POM di Banjarbaru. 

 
B. METODOLOGI PELAKSANAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK 

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan 

Kegiatan FKP ini diselenggarakan pada: 

Hari/tanggal :  Rabu, 23 Juli 2025 

Waktu : 08.30 – 13.00 WITA  

Lokasi : Luring: Aula Kantor Balai Besar POM di Banjarbaru, 

JI. Bina Praja Utara, Kec. Cempaka, Kota Banjarbaru  

  Daring: Aplikasi Zoom Meeting, link dapat diakses 

melalui: 

https://us06web.zoom.us/j/89286482384?pwd=05VH

P4u0VU3cthElQ15rsLvFIaK9l0.1 

2. Penyelenggara dan Peserta FKP  

a. Penyelenggara 

Kegiatan FKP ini diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Banjarbaru. 
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b. Peserta 

Peserta kegiatan FKP ini adalah unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh 

masyarakat, lintas sektor, perwakilan ombudsman, organisasi 

profesi/masyarakat, akademisi, media, dan pengguna layanan (pelaku 

usaha, kepolisian, masyarakat umum). 

3. Metode Pelaksanaan 

Kegiatan FKP ini diselenggarakan secara tatap muka dan daring. 

4. Susunan Acara Forum Konsultasi Publik 

Susunan acara kegiatan FKP adalah sebagai berikut:  

Waktu 
(WITA) 

Kegiatan Keterangan 

08.15 - 
09.00 

Registrasi peserta Panitia 

09.00 - 
09.45 

- Pembukaan 
- Menyanyikan Lagu Indonesia 

Raya 
- Sambutan Kepala BBPOM di 

Banjarbaru 
- Doa 
- Foto bersama 

Panitia 

09.45 - 
10.00 

Coffee break Panitia 

10.00 - 
11.00 

Materi 1: Reviu Standar Pelayanan 
Publik 

Kepala BBPOM 
di Banjarbaru 

11.00 - 
12.00 

Materi 2: Pengawasan 
Penyelenggara Pelayanan Publik di 
Provinsi Kalimantan Selatan 

Ombudsman RI 
Provinsi 
Kalimantan 
Selatan 

12.30 - 
13.00 

- Penandatangan Berita Acara 
Hasil Forum Konsultasi Publik 

- Penutupan 

Panitia 

 

C. HASIL PELAKSANAAN FKP 

1. Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam pelaksanaan FKP 

berdasarkan masukan dari para penanggap dan masukan para peserta FKP 

selama sesi diskusi dan tanya jawab adalah sebagai berikut: 

 Belum ada pengaduan yang masuk ke Ombudsman mengenai BBPOM di 

Banjarbaru. Padahal belum tentu jika tidak ada pengaduan berarti kinerja 
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pelayanan baik, begitupun sebaliknya. 

 Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui bahwa NIB saja tidak bisa 

dijadikan dasar untuk mengedarkan produk pangan olahan. 

 Pengaduan masuk melalui SP4N LAPOR belum terintegrasi secara sistem 

dengan SIMPEL LPK BPOM. 

2. Analisis 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas dapat dilakukan analisis 

masalah dalam pelayanan publik di BBPOM di Banjarbaru sebagai berikut: 

a. Tidak adanya pengaduan yang masuk ke Ombudsman terkait BBPOM 

di Banjarbaru 

Masalah ini menunjukkan adanya kemungkinan kesenjangan dalam 

mekanisme atau budaya pengaduan publik. Tidak adanya laporan bukan 

berarti pelayanan publik sudah optimal, namun bisa jadi karena: 

 Masyarakat tidak mengetahui saluran pengaduan atau cara 

menyampaikannya. 

 Masyarakat enggan atau takut mengadukan karena berbagai alasan 

(misalnya takut mendapat dampak negatif atau merasa tidak akan 

ditindaklanjuti). 

 Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai hak masyarakat untuk 

menyampaikan pengaduan terhadap layanan publik. 

Namun demikian, sumber permasalahan tersebut di luar kendali BBPOM 

di Banjarbaru sehingga untuk memastikan apakah pelayanan publik sudah 

optimal perlu dilakukan evaluasi internal melalui analisis yang mendalam 

terhadap pelaksanaan pelayanan prima di BBPOM di Banjarbaru. 

b. Banyak pelaku usaha yang belum memahami keterbatasan NIB untuk 

peredaran pangan olahan 

Kondisi ini menandakan adanya kesenjangan informasi dan pemahaman 

regulasi di kalangan pelaku usaha, khususnya UMKM. Banyak pelaku 

usaha beranggapan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) sudah cukup 

sebagai legalitas untuk mengedarkan produk pangan olahan, padahal: 
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 Produk pangan olahan memerlukan izin edar (MD/PIRT/ML) sesuai 

klasifikasinya. 

 Ketidaktahuan ini berisiko menyebabkan peredaran produk ilegal atau 

tidak memenuhi standar keamanan pangan, yang dapat 

membahayakan konsumen dan merugikan produsen itu sendiri dalam 

jangka panjang. 

Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada penguatan edukasi dan pembinaan 

bagi pelaku usaha tentang perizinan dan ketentuan hukum di bidang Obat 

dan Makanan baik secara tatap muka maupun melalui media digital. 

c. Belum terintegrasinya sistem SP4N LAPOR dengan SIMPEL LPK 

BPOM 

Ketidakterhubungan antara sistem pengaduan nasional (SP4N LAPOR) 

dengan sistem internal BPOM (SIMPEL LPK) mengakibatkan: 

 Duplikasi kerja atau data tidak sinkron, sehingga penanganan 

pengaduan bisa lambat, tidak efisien, atau tidak terdokumentasi 

dengan baik. 

 Kehilangan momentum respons cepat terhadap keluhan masyarakat. 

 Menurunnya kepercayaan publik karena pengaduan bisa tidak 

ditindaklanjuti dengan optimal jika tidak masuk ke sistem yang 

digunakan oleh BPOM. 

Salah satu akar permasalahan dari kondisi ini adalah belum adanya 

pengaturan khusus dalam SOP Mikro terkait pengelolaan pengaduan yang 

mengatur secara teknis mekanisme integrasi antara SIMPEL LPK dan 

SP4N LAPOR. Ketiadaan pengaturan ini menjadi tantangan dalam 

mewujudkan sistem pelayanan publik yang terintegrasi, transparan, dan 

responsif sebagaimana diamanatkan dalam prinsip-prinsip reformasi 

birokrasi dan pelayanan prima. 
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3. Rencana Aksi 

Berdasarkan analisis masalah tersebut di atas dapat disusun rencana aksi 

sebagai berikut: 

No Identifikasi Masalah 
Usulan Rekomendasi 

Perbaikan 

Jangka Waktu 

Penyelesaian 

1. Belum ada pengaduan 

yang masuk ke 

Ombudsman mengenai 

BBPOM di Banjarbaru. 

Padahal belum tentu jika 

tidak ada pengaduan 

berarti kinerja pelayanan 

baik, begitupun 

sebaliknya 

Analisis lebih mendalam 

untuk memastikan apakah 

BBPOM di Banjarbaru 

benar-benar melakukan 

pelayanan prima. 

Desember 

2025 

2. Banyak pelaku usaha 

yang belum mengetahui 

bahwa NIB saja tidak 

bisa dijadikan dasar 

untuk mengedarkan 

produk pangan olahan 

Edukasi tentang izin Obat 

dan Makanan lebih 

ditingkatkan baik melalui 

tatap muka maupun media 

digital. 

Desember 

2025 

3. Pengaduan masuk 

melalui SP4N LAPOR 

belum terintegrasi 

secara sistem dengan 

SIMPEL LPK BPOM  

Revisi SOP Mikro terkait 

integrasi Pengaduan melalui 

SP4N LAPOR 

Desember 

2025 

 

  



https://v3.camscanner.com/user/download
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